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Menimbang :

Mengingat

Menetapkan :

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan pemulihan perekonomian
nasional yang terlanda krisis beberapa tahun terakhir ini, dipandang
perlu untuk mengambil langkah-langkah guna menunjang
pemberdayaan dunia usaha nasional, meningkatkan keunggulan daya
saing nasional dan mempercepat arus investas modal dengan lebih

terencana dan terpadu;

b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a, dipandang
perlu membentuk Dewan Pengembangan Usaha Nasiona dengan

Keputusan Presiden.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN
PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL.

Pasal 1

Membentuk Dewan Pengembangan Usaha Nasional yang bertugas
memberi saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka
memadukan prakasa-prakasa pembangunan pemerintah dengan aspirasi

dunia usaha agar saling mendukung dan melengkapi.
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Pasal 2

Dewan Pengembangan Usaha Nasional bertanggung jawab kepada

Presiden.

Pasal 3

Dewan Pengemangan Usaha Nasional dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berfungsi:

a. memberikan saran dan pertimbangan tentang upaya pemulihan
kepercayaan pasar dan pemodal yang antara lain mencakup

pel aksanaan prinsip corporate governance yang memadai;

b. memberikan saran dan pertimbangan tentang upaya percepatan
restrukturisas dunia usaha, termasuk perbankan dan upaya
swastanisasi Badan Usaha Milik Negara serta
langkah-langkah/program aksi yang perlu ditempuh untuk menarik

penanaman modal;

c. memberikan saran dan pertimbangan tentang upaya pemulihan dan
peningkatan daya saing global dari produk dan jasa yang dihasilkan
perusahaan-perusahaan Indonesia, yang antara lain  mencakup
program aks pendidikan dan pelatihan dan bentuk-bentuk alians
internasional yang memungkinkan dikembangkannya kompetensi

kelas dunia;
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d. memberikan saran dan pertimbangan tentang kemitraan yang saling

menguntungkan antara usaha kecil, menengah dan besar;

e. membantu Pemerintah dalam memperlancar berbagai upaya
pengembangan dan pemberdayaan dunia usaha sesua dengan

kebutuhan sebagaimana yang ditugaskan oleh Presiden;

f. membantu Pemerintah dalam mengkoordinasikan kegiatan
pemerintah yang berkaitan dengan promosi, fasilitas dan asistens
pengembangan investasi dan perdagangan internasional;

g. membantu Pemerintah dalam pertemuan forum  ekonomi
internasional, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan dan

investas.

Pasal 4

(1) Dewan Pengambangan Usaha Nasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasa 1, dipimpin oleh Pimpinan Dewan yang terdiri dari
seorang Ketua, dibantu oleh dua orang Wakil Ketua dan Sekretaris

Umum.

(2) Pimpinan Dewan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 14 (empat belas)

anggota.

Pasal 5

Keanggotaan Dewan Pengembangan Usaha Nasional diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden.
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Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dewan Pengembangan Usaha

Nasional dapat:

a. melakukan konsultasi dan kerjasama dengan Instansi dan Pejabat
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta meminta masukan
infformasi dan kajian dari para pakar dan praktisi, serta para pihak

lain yang dianggap perlu;

b. membentuk satuan-satuan tugas atau institus pendukung untuk

mel aksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat Ad-Hoc.

Pasal 7

Tata kerja Dewan Pengembangan Usaha Nasional ditetapkan oleh
Pimpinan Dewan Pengembangan Usaha Nasional.

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan
Pengembangan Usaha Nasional diperoleh dari sumber-sumber yang sah
dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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Pasal 9
Keputusan Presiden ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 16 Desember 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID



DEWAN PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Penasehat

Ketua

merangkap Anggota:

Wakil Ketua

merangkap Anggota:

Sekretaris Umum

merangkap Anggota:

Anggota

Menteri Luar Negeri;

Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan

Usaha Milik Negara;

Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

Sofjan Wanandi
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Arifin Panigoro;
Ketua Umum KADIN;

Y usuf Faishdl;

Wiwoho Basuki;

John A. Prasetio;

Agus Projosasmito;
Sunyoto Tanudjaja;
Prijadi Prapto Suhardjo;
Oesman Sudargo
Fachtur Rachman;
Shanti Poesposoetjipto;
Hariadi Sukamdani;

10. Alim Markus;
11. Anton Supit;

LAMPIRAN
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12. H. Bachrun Achmad Baeshowi;
13. Ainun Nain;
14.Tony Agus Ardie.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID



